BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Studi kasus Kapal Kway Fey 10078 merupakan contoh konkret Indonesia,
sebagai negara pantai yang aktif menerapkan UNCLOS 1982, mengambil
langkah-langkah tegas dalam menindak kapal-kapal yang melanggar
regulasi perikanan nasional dan internasional. Melalui penerapan aturan
hukum yang ketat dan kerja sama internasional yang lebih baik, Indonesia
berupaya tidak hanya untuk melindungi keberlanjutan sumber daya
perikanan, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan
sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian
lingkungan.

2. UNCLOS 1982 bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat
penting dalam membangun tata kelola perikanan global yang berkelanjutan
dan adil untuk masa depan yang lebih baik. Melalui studi kasus
tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 di Laut Natuna, Indonesia
menunjukkan komitmennya dalam melawan 1UU Fishing dengan
menerapkan regulasi hukum vyang ketat dan mengambil tindakan
penegakan hukum yang tegas. Meskipun masih ada tantangan yang perlu
diatasi, langkah-langkah ini menunjukkan langkah positif dalam menjaga
keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia dan melindungi ZEE dari
aktivitas perikanan illegal. Dengan penguatan kapasitas dan kerja sama

internasional yang lebih baik, Indonesia dapat terus meningkatkan



efektivitas dalam melawan IUU Fishing untuk masa depan yang lebih baik

bagi perikanan dan lingkungan laut.

B. Saran
1. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas BKIPM dan
instansi terkait dalam pengawasan terhadap aktivitas perikanan di ZEE.
Investasi dalam teknologi canggih seperti Vessel Monitoring System (VMS)
dan penggunaan satelit untuk memantau kapal-kapal perikanan secara
Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku IUU Fishing,
termasuk sanksi yang lebih berat bagi kapal-kapal yang terbukti melanggar
regulasi perikanan.-time sangat penting untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan. Proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan transparan
untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan perikanan yang

berlaku.

Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga
dan lembaga internasional seperti FAO, IMO, dan ICAT untuk
memperkuat jaringan informasi dan koordinasi dalam penanggulangan
IUU Fishing. Pertukaran data dan informasi yang lebih baik akan
membantu dalam penindakan lintas batas terhadap kapal-kapal yang
terlibat dalam 1UU Fishing.

2. Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran
Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan
menanggulangi ancaman IUU Fishing, seperti yang terjadi dalam studi
kasus tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 di Laut Natuna. Dengan

adanya langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam
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melindungi ZEE-nya dan memberikan kontribusi positif dalam tata kelola
perikanan global yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip

UNCLOS 1982.
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